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_ Alih Fungsi Lahan Marak

Pemkab Terkesan Kejar
“Pembangunan Fisik

Negara (Bali Post) -

Adanya alih fungsi lahan

amatan Jembrana,

tenggelam.

Sejumlah petani, Rabu
(29/4) di Subak Tegalantang
yang berada di sebelah utara
kantor Bupati mengatakan
alih fungsi yang dilakukan
investor besar sangat banyak.
Menurut mereka puluhan
hektar tanah diratakan, un-
tuk dijadikan kaplingan yang
rencananya diperuntukkan
untuk perukiman. Namun
sayang perda tata ruang baru
dibahas dan masih di provinsi,
namun izin alih fungsi lahan
untuk daerah tersebut sudah
dikeluarkan.

Ketut Suartana seorang
petani mengatakan lahan
pertanian di subak tersebut
seperempatnya sudah di-
kuasai pengembang. Subak
Tegalantang yang dulunya
memiliki luas 50 hektar kini
hanya tersisa 15 hektar. Bah-
kan dirinya menilai hal ini
dipengaruhi oleh lemahnya
pengawasan pemerintah da-

lam menjaga kondisi lahan

membuat khawatir
Pemkab dituding tutup mata terkait ban
lahan di daerah resapan tersebut dikhaw

pertanian dan petani itu
sendiri. '
Sementara itu, Ketua
-LSM Front Kebangkitan
Masyarakat Jembrana (FKMJ)
I Nengah Ridja mengatakan,
lahan pertanian di Jembrana
kini semakin terkikis. Hal ini
bisa terlihat dari banyaknya
rekomendasi alih fungsi lahan
yang diterbitkan Pemkab seh-
ingga terkesan pembangunan
daerah lebih bertumpu ke sek-
tor pembangunan fisik seperti
perumahan.
Pemkab semestinya leb-
ih serius mengurus sektor

pertanian, bukannya hanya -

melakukan- pembangunan
taman dan infrastruktur
lainnya. Pihaknya khawatir
jika dibiarkan terus petani
akan gulung tikar beralih
menjadi buruh, dan dampak
terburuknya Jembrana men-
galami krisis ketahanan pan-

- gan. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum (PU) I Gusti Mer-

yang semakin marak khususnya di kawasan hulu
para petani dan sejumlah pihak.
yvaknya alih fungsi lahan. Alih fungsi
atirkan akan membuat Kota Jembrana

thadana dikonfirmasi men-
gatakan, memang sebelum-
nya di daerah utara Kantor
Bupati yang dijadikan kota
satelit merupakan kawasan
civic center dan daerah re-
sapan. :
Namun, lantaran banyak
masyarakat yang memban-
gun di daerah tersebut seh-
ingga kawasan civic center
tersebut dicabut. Namun,
pencabutan tersebut katanya
hanya dilakukan terhadap
kawasan di sebelah barat
jalan saja. Namun, yang di
sebelah timur jalan masih
berfungsi sebagai jalur hijau.
Sementara kawasan di utara
saluran udara tegangan tinggi
(Sutet) memang dulu merupa-
kan kawasan resapan air.
Namun, kini sudah diubah
menjadi kawasan pemukiman
sesuai dengan Perda No. 11

tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW).

(kmb)
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Dampak Kenaikan Retribusi Pariwisa

Ba

Ditinggalkan Wisatawan

Bangli (Bali Post) -

Kenaikan tarif retribusi pariwisata yvang dilakukan

Pemkab Bangli melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisa-

ta sebesar 200 persen sejak awal tahun 2015 ini dinilai
belum berimbas pada peningkatan fasilitas objek pari-
wisata. Kondisi ini bisa mengancam Kabupaten Bangli
sebagai destinasi pariwisata dunia dan lambat laun akan

Wakil Ketua Organinasi Asita

-Bali Putu Winastra belum lama

ini ‘mengungkapkan kenaikan
tarifretribusi yang terbilang tinggi

ini sebaiknya diimbangi dengan
peningkatan fasilitas kawasan

pariwisata. Namun, hingga saat
ini upaya pemerintah daerah
untuk memperbaiki kawasan
pariwisata belum terlihat secara
nyata. “Sampai sekarang belum
terlihat secara signifikan upaya
untuk meningkatkan kualitas
pariwisata,” ujarnya.

Apabila keadaan pariwisata
tetap terkesan jalan di tempat sep-
ertisaatini, keinginan wisatawan

- untuk berkunjung akan semakin

berkurang. Bahkan, kemung-
kinan terburuk dikatakan bisa
saja terjadiy yakni wisatawan
akan meninggalkan Bangli dan
memilih objek wisata lain yang
lebih memberikan kepuasan.
“Kalau terus seperti ini, kemung-
kinan wisatawan untuk beralih
ke objek wisata lain bisa terjadi.
Apalagi daerah pariwisata di
Bali sangat banyak, dan itu pun
tidak kalah,” terangnya.

Ko, 20 April Jol7
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ditinggalkan wisatawan, terutama wisatawan asing.

Winastra juga menilai, kecend-
erungan objek wisata di Bangli
saat ini hanya dijadikan tempat
persinggahan saat makan siang
saja. Hal ini sebagai dampak dari
minimnya fasilitas yang terse-
dia, sehingga sulit menjadikan
daerah ini sebagai objek wisata
akhir dari sekian objek wisata
vang ada di Bali. “Kalau fasilitas
mendukung, Bangli ini bisa dijadi-
kan sebagai tempat wisata akhir,
yaitu wisatawan bisa menginap.
Sekarang kan lebih banyak seka-
dar makan siang saja, habis itu
langsung pergi,” katanya.

Ditambahkan juga, hal ke-

cil yang sampai saat ini. belum

~mendapatkan perhatian serius
dari pemerintah, yakni kebersihan -

kawasan pariwisata. Pasalnya,
di beberapa titik masih dihiasai
sampah dan hal itu sangat meng-
ganggu kenyamanan wisatawan
saat berkunjung. “Hal kecil saja,
seperti sampah hingga saat ini

. belum mendapatkan perhatian
yang serius. Padahal itu sangat

berpengaruh terhadap kunjun-
gan,” pungkasnya. (kmb45)
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Bangli (Bdli Post) -
Kebocoran jar-
ingan Perusahaan
Daerah Air Minum
(PDAM) Bangli cu-
kup tinggi. Sampai
bulan ke empat ta-
hun 2015 ini, terjadi
'kebocoran sebanyak
29 persen. Angka ini
melampaui standar
nasional yang hanya
20 persen. Tingginya
persentase kebocoran
ini dlsmyaln' kibat |
dari usia j zan .
sudah tua. ;
Yuliawan Askara W;g;%??&éég
‘Askara, Rabu (29/4) kemarin mengungkapkan,
tingkat kebocoran jaringan ini sesungguhnya
- sudah mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan sebelumnya yang sempat mencapai di atas
30 persen. Kendati demikian, melihat standar
nasional, jaringan PDAM ini dikatakan masih
banyak memerlukan pembenahan. “Persentase
kebocoran memang sudah mengalami penurunan,
tapi angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan
standar nasional,” wjarnya. Dikatakan beberapa
kebocoran ini juga diakibatkan oleh bencana alam,
seperti tanah longsor. Dijelaskan, dari empat keca-
matan yang ada, kebocoran paling banyak terjadi
di Kecamatan Bangli yang berada di sekitar Jalan
Brigjen Ngurah Rai dan Jalan Nusantara. “Keru-
sakan paling banyak berada di Kecamatan Bangli.
Kalau yang lain tidak begitu,” ungkapnya.
Dikatakan pihaknya sudah melakukan
perbaikan sejak awal bulan April ini. Namun
sayang, petugas sangat sulit mendeteksi lokasi
kebocoran, lantaran beberapa jaringan ter-
tanam sangat dalam. “Perbaikan secara rutin
sudah kami lakukan. Hanya saja terkendala
saat mendeteksi kebocoran,” terangnya. Ia
mengakui saat ini masih kekurangan sumber
mata air. Pasalnya, dari sekian luas wilayah,
PDAM hanya memasok air dari 13 sumber
mata air dan jumlah ini dirasa masih kurang.
Oleh Karena itu, PDAM berencana mencari
lagi 5 sumber air, agar pemenuhan kebutuhan
ke konsumen dapat dilakukan secara mak-
simal.-“Kami rencanakan ada penambahan
sumber mata air agar bisa memenuhi kebu-
tuhan konsumen,” tambahnya. Berdasarkan
catatan, sebanyak 25 persen daerah belum
- tersentuh air bersih dan paling banyak berada
- didaerah Kintamani. Untuk beberapa daerah
- di Kintamani, pelayanan terkendala topografi
~ wilayah yang berbukit sehingga menyulitkan
‘=~ saat penarikan air dari tempat yang lebih
“~ rendah. (kmb45)
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Bangli (Bali Post) - i
Pemerintah Kabupaten Bangli
‘akan melelang aset barang yang
telah rusak atau rongsokan. Pele-
langan rencananya dilakukan
setelah B;I‘éian Umum, Aset dan
Perlengkapan selesai melakukan
pendataan dan menginventari-
sir seluruh barang yang masih

. layak maupun yang sudah tidak

layak pakai. Adanya rencana
pelelangan tersebut disampaikan
Kepala Bagian Umum Aset dan
Perlengkapan Made Mahindra
Putra, Rabu (29/4) kemarin.

‘Selain untuk menambah

Dikatakan, adapun jenis ba-

~ rang yang rencananya akan dile-

lang nanti di antaranya berupa
kursi, meja, almari serta sejum-
lah barang kantor lainnya yang
kondisinya sudah tidak layak
pakai alias rusak. “Ada banyak
barang-barang yang sudah ru-

~ sak, hampir di seluruh SKPD,”
- terangnya. : '

Sejauh ini pihaknya sudah
meminta datanya ke SKPD dan
sebagian besar datanya sudah
masuk ke Bagian Umum.

pendapatan asli daerah (PAD) -
dari sektor barang yang diha-
puskan, pelelangan aset yang °
kondisinya telah rusak itu juga

. dilakukan agar tidak memenuhi

banyak tempat. Terlebih selama
ini rata-rata kantor SKPD jarang
ada yang memiliki gudang un-
tuk menyimpan barang-barang

- rusak

Sementara itu, terkait ren-
cana lelang kendaraan dinas,
Mahindra Putra belum bisa
memberi banyak keterangan.
Dikatakan lelang kendaraan

dinas bisa dilakukan kalau ang-
garan pengadaannya sudah

ada. Mantan Kabag Humas dan
Protokol ini mengungkapkan,
sebenarnya saat ini Pemka

Bangli masih memiliki sejumlah
kendaraan dinas yang usianya

cukup tua. Bahkan kendaraan

tersebut masih ada yang diopera-
sionalkan oleh beberapa pejabat.
Seperti kendaraan carry kelu-
aran tahun 1995 yang saat ini

masih digunakan oleh beberapa
~kepala bagian. . .
a vEalk halterselg)

b

2 v
Kﬂmtf 30 Apmal 2p(3

Py A

sudah memiliki rencana untuk
melakukan pengadaan kend-
araan dinas yang baru. Selain
diperuntukan untuk Kabag, ren-
cananya pengadaan kendaraan
dinas yang baru juga untuk be-
berapa pejabat seperti asisten,
staf ahli bupati, dan pimpinan
unit kerja lainnya. “Kuran:
lebih 15 unit mobil,” ujarnya‘;
Untuk pengadaan kendaraan
dinas tersebut pihaknya meran-
cang sekitar Rp 4,5 miliar. “Ini
semua demi pelayanan publik,”

300l
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Amlapura (Bali Post) -
. Pemerintah Kabupaten
Karangasem menyiapkan
pelaksana tugas (plt.) pasca-
ditahannya Asisten II Setda
Karangasem Ida Bagus Made
Oka, usai pelimpahan tahap IT
dari pen&nhk Tipikor Polda Bali
kepada Kejari Karangasem. Se-
jumlah nama setingkat eselon IT
sudah disiapkan. Nama-nama
itu selanjutnya akan dibahas
bersama dalam Baperjakat
(Badan Pertimbangan dan
Kepangkatan) Karangasem.
Sekda Karangasem I Gede
Adnya Muliadi, ditemui Rabu
(29/4) kemarin, ‘mengatakan
pihaknya saat ini sedang
menunggu surat penahanan
tersangka dari plhak Kejari
Karangasem. Ia juga mem-
inta BKD langsung melaku-

- kan kajian, agar kekosongan

Pasca-A3|sten Il Ditahan

Pemkab Smpk\an

Pelaksana Tugas

bahwa dia dltahan, bam proses
penggodokan iuntuk mengisi
pelaksana tugas bisa dilaku-
kan,” liatanya :
Disi mengenai upaya

memb erikan bantuan hukum,

engingat ygng menjadi ter-

sangka dan ditahan adalah
pejabat aktif, Adnya Muliadi

menegaskan pemerintah daer-
ah tidak akan menurunkan

" tim hukum. Jika yang digugat

adalah lembaga pemerintah
daerah, baru tim hukum dari
pemerintah daerah bisa diker-
ahkan. “Ini yang di t adalah
oknum, bukan lembaga pemer-

_ intahan,” Jelasnya. Sementara,

tidak terjadi terlalu lama. Set-

elah melewati pembahasan di
Baperjakat, nama-nama terse-
but kemudian akan disodorkan
kepada Bupati Karangasem

Wayan Geredeg. Sayangnya, -

dia belum bisa menyebut bera-

pa dan siapa saja nama- nama
itu. Iahanya menjelaskan peng-
gantinya tentu'setingkat eselon
II, bisa saja dari kepala dinas,
kepala badan, staf ahli atau bisa
juga asisten merangkap. “Saya
harus terima dulu bukti tertulis

melalui lembaga Korpri juga su-
lit memberikan pendampingan
hukum terhadap tersangka.
Sebab, terbentur masalah ang-
garan. [uran Korpri dinilai ter-
lalu kecil dan selalu habis untuk
kegiatan HUT Korpri setiap
tahun dan kegiatan suka duka
a.ngIgota Korpri lainnya.

a sempat berkonsultasi
untuk memanfaatkan lembaga
Korpri, apakah bisa pembl-
ayaannya melalui pemerm-
tah daerah ke Korpri. Sebab,
selama ini mereka pekerja
untuk pemerintah daerah, dan
status tersangka belum tentu
bersalah. Mereka juga berhak

mendapat pendampingan, seba-

~ gaimana diatur dalam Kepres

amii , 20 apm| 9oty
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Soal Proyek Pengurukan Pantai Melasti

<an D

Mangupura (Bali Post) -

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo
nentukan sikap terkait keberadaan

arus Ada lzin

1 PP) Kabupaten Badung hingga kini belum me-
proyek pembangunan ajungan di Pantai Melasti,

Ungasan, Kuta Selatan. Padahal, proyek pengurukan tersebut belum mengantongi izin.

did

Kasatpol PP Badung I Ketut
Martha saat dimintai konfirmasi,
Rabu (29/4) kemarin, mengatakan
pihaknya belum mengambil -
kah terkait adanya proyek mili-
aranrupiah tersebut. Rencananya,

_Satpol PP bersama instansi terkait
seperti Badan Lingkungan Hidup
(BLH), Dinas Perikanan dan
Kelautan, dan Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT) akan
mengecek keberadaan proyek

tersebut pekan depan. “Kami akan
turun bers Dinas Perikanan
.dan BLH, dan sudah dijadwalkan .

minggu depan. Apabila nanti da-
lam pelaksanaan pembangunan
menurut kajian Perikanan men-
ganggap perlu ada izin, maka dia
(masyarakat) harus mohon izin,”
tegasnya.
~ Terkait pernyataan Dewan
Badung yang memberikan lam-
pu hijau pembangunan anjungan
tersebut, Martha menegaskan,
- harus ada kajian terlebih dahulu
sebelum proyek tersebut dilan-
jutkan. “Kami dari eksekutif
sesuai tupoksi (tugas pokok dan
fungsi) akan turun ke lapangan.
Setelah turun, baru ada kajian
teknis dari Perikanan, BLH
maupun BPPT. Kalau Dewan
mengatakan lanjut, mungkin

pingi Perbekel Desa Ungasan Wa
Satpol PP Badung, Rabu (22/4) lalu.

kajiannya lain,” ungkapnya.
. Pakar hukum Universitas
Udayana Prof. Dr. I Gusti Ngurah
‘Wairocana, S.H., M.H. juga men-
egaskan, sebagai negara hukum
maka segala bentuk pembangu-
nan harus memiliki legalitas yang
jelas. Persoalan munculnya biaya
dalam proses perizinan, bisa dibi-
jaksanai mengacu pada peruntu-
kannya. “Kalau da
uang, harus ada legalitas. Kalau
idak, semua pembangunan akan
liar nantinya. Izin itu untuk men-
gatur tata ruang, persoalan nanti
dia tidak dikenakan beban biaya
dalam proses perizinan, itu nomor
dua,” jelasnya. |
Selain mematuhi ketentuan
hukum, dikatakan Wairocana,
adanya perizinan merupakan

~upaya menghidari adanya sen-

gketa di kemudian hari. “Le-
galitas tetap harus ada, karena
kita tidak tahu ke depannya
seperti apa. Contohnya, kasus
tanah Unud yang dituntut oleh
cucunya. Padahal, semuanya
sudah valid dan sah. Jadi, tidak
bisa seperti ngurus keluarga di
bawah tangan saja,” tuturnya.
Seperti diberitakan, usai
melakukan pemanggilan Bend-
esa dan Perbekel Ungasan, Sat- }

KGWK L0 Apnil 20ls

B

dari konsep tata

Xt o

Belg;p berizinnya proyek tersebut telah diakui Bendesa Adat Ungasan I Ketut Marcin
m yan Sugita Putra saat memenuhi pangilan

i pol PP bersama instansi terkait

rencananya-segera turun ke
lapangan meninjau proyek terse-
but. Namun berselang sepekan,
Satpol PP bersama tim belum
juga turun ke lapangan. Semen-
tara Bendesa Adat Ungasan
Ketut Marcin menegaskan jika
gan itu tidak terpikirkan dalam
gambaran besar penataan Pan-
tai Melasti. Ide pembangunan
anjungan muncul dari hasil
keputusan paruman desa demi
memperlancar pelaksanaan
prosesi upacara keagamaan,
seperti pakelem kambing dan

- sapi. Sebab, jika tidak dibuatkan
‘anjungan, masyarakat yang

ada di 15 banjar adat di sana

kesulitan dalam melaksanakan
prosesi adat. “Fungisnya, bila
‘saat air laut surut, anjungan itu

bisa jadi akses jalan untuk me-
nenggelamkan sekah. Karena,
tidak mungkin menaruhnya di
darat,” pungkasnya, beberapa
waktu lalu. (kmb27)
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Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM

Pukul 08.00 - 09.30 wita,

1-7400391
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